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ABSTRAK 

 

Sharing profit adalah suatu sistem atau metode bagi hasil usaha 

antara pihak penyedia dana dan juga pengelola dana yang mana 

nantinya sistem tersebut adalah bagi hasil dari usaha bisnis kedua 

pihak, termasuk yang di jalankan pada perusahaan, ataupun bank 

syari‟ah. Inna„s Villa Desa adalah salah satu penginapan berfasilitas 

lengkap yang terletak di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, Jalan 

Pancing, Desa Way Redak, Kecamatan Pesisir Tengah. Bentuk akad 

atau kerjasama yang dilakukan antara pemilik dan pengelola pemilik 

villa, perjanjian bagi hasil villa setiap bulan pada saat akhir bulan. 

Pada saat kesepakatan antara pemilik villa dan pengelola villa Semua 

dana yang masuk dari usaha villa dihitung pada akhir bulan dan 

hasilnya dibagi dua, semua peralatan villa dan keperluan lainnya dan 

biaya operasional ditanggung oleh pemilk Villa. Tanggung Jawab 

terhadap resiko kerugian bagi hasil villa„s secara garis besar antara 

pemilik villa dengan pengelola villa adalah 50:50, semua dana yang 

masuk dari usaha villa dari akhir bulan dan hasilnya dibagi 50% bagi 

pengelola sedangkan semua peralatan dan biaya oprasional 

ditanggung dari modal utama atau modal awal dan apabila ada 

perlengkapan lainnya yang dibutuhkan maka diambil dengan modal 

lain-lain. 

Bagaimana Sistem pembagian hasil anatara pemilik dengan 

pengelola Inna‟s villa desa sumatera yang ada di Pekon Way Redak 

Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat dan Bagaimana 

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Pembagian Hasil antara 

pemilik dengan pengelola Inna‟s Villa Desa Sumatera yang ada di 

Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi 

Syariah tentang Pembagian Hasil Antara Pemilik dan Pengelola Inna‟s 

Villa Desa Sumatera yang ada di Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir 

Tengah Kabupaten Pesisir Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif analisis, yaitu metode penelitian dengan cara 

mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian 

data-data tersebut disusun, diolah dan dianalis untuk dapat 
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memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Pada penelitian 

ini terdiri dari sumber data primer berupa wawancara, dan 

dokumentasi. Dan juga Sumber data sekunder berupa jurnal dan buku-

buku pendukung lainnya. Jumlah informan keseluruhan yakni 8 orang. 

Perjanjian awal bagi hasil antara pemilik dan pengelola yakni 

50:50 setelah pengeluaran biaya lain-lain. Namun pada prakteknya 

pemilik membebankan seluruh biaya lain-lain atau kerugian kepada si 

pengelola. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa praktek 

sharing profit di Villa's Desa Sumatera tidak sesuai dengan rukun dan 

syarat hukum islam. Dalam konsep hukum Islam dinyatakan bahwa 

pengelola tidak berhak menanggung semua kerugian selama itu bukan 

akibat dari kelalaian si pengelola, sebaliknya, pemilik lah yang harus 

menanggung segala kerugiannya maka pemiliklah yang menanggung 

semua kerugian tersebut sesuai dengan kesepakatan awal. 
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MOTTO 

 

                         

                          

     

 

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak 

benar),kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka 

sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh  

dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.  

(Q.S. An-nisa ayat 29). 
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BAB I  

PENDAHULUAN  

  

A. Penegasan Judul  

  Penegasan dalam judul skripsi ini, perlu dijelaskan 

secara kata yang dianggap penting, agar tidak menimbulkan 

kekeliruandan kesalahpahaman dalam memaknainnya. 

Adapun judul skripsi yang dimaksud adalah “Tinjauan 

Hukum Ekonomi Syariah tentang Sharing profit Antara 

Pemilik dan Pengelola Villa (Studi Pada Inna’s Villa 

Desa Sumatera Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah 

Kabupaten Pesisir Barat)” Untuk memberikan gambaran 

yang jelas dan menghindari kesalahan yang dimaksud diatas 

tersebut, maka dalam penegasanjudul ini penulis akan 

menegaskan beberapa istilah-istilah yang dianggap penting 

dalam judpeneltian sebagai berikut:  

1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah yaitu hasil meninjau 

sekumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik 

ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia 

yang bersifat komersial dan non komersial yang 

didasarkan pada hukum islam
1
.  

2. Sharing Profit/ berbagai keuntungan adalah suatu sistem 

atau metode bagi hasil usaha antar pihak penyedia 

dana dan juga pengelola dana yang mana nantinya 

sistem tersebut bagi hasil dari usaha bisnis kedua 

pihak.
2
 

                                                 
1
 Andri Semitro, Hukum EKonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah 

(Jakarta: Kencana - Prenademedia Group, 2019) 1-2. 
2
 Muhammad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin 

(Yogyakarta, 2004) 98. 
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Berdasarkan dari penjelasan-penjelasan diatas, maka 

penulis menyimpulkan maksud dan makna dari judul 

“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang sharing Profit 

Antara Pemilik dan pengelola villa(Studi Pada Inna‟s Villa 

Desa Sumatera Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah 

Kabupaten Pesisir Barat)”. Adalah untuk mengkaji secara 

mendalam terkiat pembagian hasil pemilik Villa dan 

pengelola villa tersebut apakah sudah sesuai dengan hukum 

syariah, maka dari itu perlun adanya penelitian secara 

mendalam.  

 

B.   Latar Belakang Masalah   

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara 

dua pihak di mana pihak pertama (shahibul maal) 

menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak 

lainnya menjadi pengelola, keuntungan usaha secara 

mudharabah dibagimenurut kesepakatan yang dituangkan 

dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh 

pemilik modal selama kerugian itu bukan karena 

kecurangan atau kelalaian si pengelola.  

 Dasar hukum tentang kebolehan untuk kerja sama bagi 

hasil ini adalah berdasarkan Al-Qur‟an, hadist dan Ijma‟. 

 Sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam Al-

Qur‟an Surat An-nisa ayat 29:ا  
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“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak 

benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar 

suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang 

kepadamu”. (Q.S. An-nisa ayat 29).
3
 

Adapun mengenai ini Nabi SAW bersabda dalam hadits dari 

Shalih bin Shuhaib: 

ٍِهَّ انْثشََكَحُ:  سَهَّمَ قاَلَ: ثَلاَزٌ فيِْ ََ  ًِ آنِ ََ  ًِ أنََّ انىَّثيَِّ طَهَّّ اللهُ عَهيَْ

عِيْشِ نهِْثيَْدِ لاَ  خَهْظُ انْثشُِّ تاِنشَّ ََ انْمُقاَسَضَحُ،  ََ انَْثيَْعُ إنَِّ أجََمٍ، 

 نهِْثيَْعِ )سَاي اته ماجً عه طٍي

  Artinya: "Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual 

beli tidak secara tunai, muqaradah (mudharabah), dan 

mencampur gandum dengan jerawut untuk keperluan 

rumah tangga, bukan untuk dijual." (HR Ibnu  Majah)  

 

 Menurut Tafsir Ibnu Katsir dapat dijelaskan bahwa : 

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian 

saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang 

batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan 

suka sama suka di antara kalian. Dan janganlah kalian 

membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepada kalian. Dan barang siapa berbuat 

demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami 

kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang 

demikian itu adalah mudah bagi Allah. Jika kalian 

menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang 

dilarang kalian mengerjakannya, niscaya Kami hapus 

kesalahan-kesalahan kalian (dosa-dosa kalian yang kecil) 

                                                 
3
 Kemenag, Q.S. An-Nisa Ayat 29 (Al-Qur’an Kemenag. 
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dan Kami masukkan kalian ke tempat yang mulia (surga). 

Allah subhanahu wa ta'ala melarang hamba-hamba-Nya 

yang beriman memakan harta sebagian dari mereka atas 

sebagian yang lain dengan cara yang batil, yakni melalui 

usaha yang tidak diakui oleh syariat, seperti dengan cara 

riba dan judi serta cara-cara lainnya yang termasuk ke 

dalam kategori tersebut dengan menggunakan berbagai 

macam tipuan dan pengelabuan. Sekalipun pada 

lahiriahnya cara-cara tersebut memakai cara yang diakui 

oleh hukum syara', tetapi Allah lebih mengetahui bahwa 

sesungguhnya para pelakunya hanyalah semata-mata 

menjalankan riba, tetapi dengan cara hailah (tipu muslihat). 

Demikianlah yang terjadi pada kebanyakannya. Hingga 

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Ibnul 

MuSanna, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab, 

telah menceritakan kepada kami Daud, dari Ikrimah, dari 

Ibnu Abbas sehubungan dengan lelaki yang membeli dari 

lelaki lain sebuah pakaian.
4
 

Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah mengatakan : 

Setelah Allah menjelaskan cara berlaku terhadap diri 

dengan menikah, kemudian Allah menjelaskan cara berlaku 

terhadap harta yang dapat digunakan untuk menjalankan 

pernikahan dan pembelian budak wanita; sehingga Dia 

melarang hamba-hamba-Nya yang beriman dari memakan 

harta orang lain dengan cara yang batil, yaitu mencari harta 

dengan cara yang dilarang oleh syariat seperti mencuri, 

menipu, mengutil, berjudi, dan berinteraksi dengan riba. 

Namun Allah menghalalkan harta yang didapat dari 

perdagangan dan pekerjaan dan muamalat yang dibolehkan 

syariat yang dilakukan dengan suka sama suka. 

                                                 
4
 Fathullah Marzuki, „Tafsir AN-Nisa (Kajian Metodologis Atas Tafsir Ibnu 

Katsir)‟, Jurnal Tafsere, 10.2 (2022), 169–90. 
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Kemudian Allah melarang hamba-hamba-Nya yang 

beriman dari saling membunuh atau benuh diri, sebab 

Allah mengasihi mereka. Salah satu dari rahmat-Nya 

adalah dengan melindungi darah dan harta mereka dan 

melarang untuk ditumpahkan, serta tidak membebani 

mereka dengan bunuh diri saat bertaubat sebagaimana cara 

bertaubat Bani Israil.
5
 

Para ahli hukum Islam secara sepakat mengakui 

keabsahan mudharabahditinjau dari segi kebutuhan dari 

manfaat pada suatu segi dank arena sesuatu dengan ajaran 

dan tujuan syari‟ah dan segi lainnya. Cara penghitungan 

keuntungan dalam bagi hasil mudharabah yaitu dalam 

pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk 

persentase antara kedua belah pihak. Bagi untung dan rugi 

bila laba besar, maka kedua belah pihakmendapatkan 

keuntungan yang besar dan sebaliknya. Menentukan 

besarnya keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan 

masing-masing pihak yang Resiko kerugian dalam 

mudharabah, menurut ulama fiqh apabila di dalam 

transaksi tersebut mengalami kegagalan, yang 

mengakibatkan sebagian atau seluruh modal yang 

ditanamkan pemilik modal habis, maka yang menanggung 

kerugian hanya pemilik modal sendiri. Sedangkan 

penerima modal sama sekali tidak menanggung atau tidak 

harus mengganti kerugian atas modal yang hilang dalam 

catatan pengelola modal dalam menjalankan usahanya 

sesuai dengan aturan yan telah mereka setujui, tidak 

menyalahgunakan modal yang dipercayakan kepadanya.  

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan mudharabah 

berarti ungkapan terhadap pemberian modal dari seseorang 

                                                 
5
 „Surat An-Nisa Ayat 29‟ <https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-

ayat-29.html>. 
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kepada kepada orang lain sebagaimodal usaha dimana 

keuntungan yang diperoleh akan dibagi dua diantara 

mereka berdua, dan bila terjadi kerugian yang disebabkan 

bukan karena kesalahan yang menjalankan modal, dia 

berhak mendapatkan upah yang wajar disebut ujratul-

mitsil. Praktik pada tempat penelitian yakni di  

Villa‟s Desa Sumatera yang ada di Pekon Way Redak 

Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, 

melakukan akad kerja sama antara  

pemilik villa‟s dengan pengelola villa‟s.   

Dari yang peneliti sementara didapatkan di villa‟s 

Desa Sumatera bahwasannya pendapatan di villa‟s tidak 

menentu dan bahkan serIng penuh setiap minggunya, dan 

pemilik villa mengetahui hal tersebut dari satpam penjaga 

villa Desa yang ada di Pekon Way Redak Kecamatan 

Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, informasi yang di 

dapat dari satpam Villa dan penjaga Villa memiliki 

perbedaan, oleh karena itu peneliti ingin meneliti lebih 

lanjut terkait kejanggalan yang terjadi di  

Villa‟s Desa Sumatera Pekon Way Redak Kecamatan 

Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat.   

  

C. Fokus dan Subfokus Penelitian  

  Fokus penelitian merupakan penetapan area spesifikasi 

yang akan diteliti. Penelitian ini dilakukan menggunakan 

study lapangan (field research) yang akan melakukan 

penelitian diPekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah 

Kabupaten Pesisir Barat. Maka peneliti memfokuskan 

kepada sistem pembagian hasil bagi pengelola dan pemilik 

Villa‟s Desa Sumateraapakah sudah sesuai dengan hukum 

Islam   
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D. Rumusan Masalah  

  Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana Sistem Pembagian Hasil antara Pemilik 

dengan Pengelola  

Inna‟s Villa Desa Sumatera yang ada di Pekon Way 

Redak Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir 

Barat  

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang 

Sharing Profit yang ada di Inna‟s Villa Desa Sumatera 

Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten 

Pesisir Barat   

 

 E. Tujuan Penelitian  

 Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini 

adalah :  

1. Sistem Pembagian Hasil antara Pemilik dengan 

Pengelola Inna‟s Villa  

Desa Sumatera yang ada di Pekon Way Redak 

Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat  

2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah 

tentang Pembagian Hasil antara Pemilik dengan 

Pengelola Inna‟s Villa Desa Sumatera Pekon Way Redak 

Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat 
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F. Manfaat Penelitian  

  Manfaat dari penelitian ini secara teoritis maupun praktis 

adalah :  

1. Manfaat secara teoritis   

a. Untuk mengetahuiTinjauan Hukum Ekonomi 

Syariah tentang Sharing Profit yang ada di Inna‟s 

Villa Desa Sumatera Pekon Way Redak Kecamatan 

Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat   

b. Hasil penelitian ini semoga dapat memberikan 

khasanah pengetahuan khususnya mengenai Sharing 

Profit yang ada di Inna‟s Villa Desa Sumatera   

2. Manfaat secara praktis  

a. Sebagai kontribusi pemikiran dibidang hukum, 

khususnya tentang Sharing Profit yang ada di 

Inna‟s Villa Desa Sumatera Pekon Way Redak 

Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat   

b. Bermanfaat bagi penulis sebagai salah satu syarat 

menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syariah Uin 

Raden Intan Lampung  

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan  

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa penelitian terkait 

Pembagian hasil  Villa Desa yang ada di Pekon Way Redak 

Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat 

beberapa dokumentasi yang ditemui dan supaya mudah 

peneliti dapat membedakan dan untuk mengetahui batas 

akhir penelitian yang sudah ada dengan menyebutkan hasil 

kajian, sehingga diketahui ruang kosong atau wilayah yang 

belum dikaji oleh orang lain. Kemudian bisa diketahui 

adanya kebaruan (Novelty) penelitian yang akan dilakukan.  
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1. Skripsi Dengan judul Penerapan Sistem Bagi Hasil Profit 

Sharing Pada Tabungan Mudharabah di Koperasi (BMT 

Al amal Bengkulu) dengan penulis bernama Rifa 

Atuljamila Tahun 2019. Didalam skripsi ini penulis 

menjelaskan bahwa tabungan mudharabah yang 

merupakan sarana investasi murni sesuai syarah yang 

memungkinkan nasabah melakukan penyetoran dan 

penarikan tunai dengan sangat mudah dan juga 

memperoleh bagi hasil yang menarik berdasarkan prinsip 

atau akad mudharabah. Perhitungan bai hasil menurut 

profit sharing adalah perhitungn bagi hasil berdasarkan 

pada laba dan pengelola dana, dari hasil peneliti bahwa 

sistem bagi hasil yang diterapkan oleh koperasi BMT Al 

amal adalah profit sharing dimana bagi hasil yang 

diberikan adalah laba bersih setelah dikurangi dengan 

biaya-biaya operasional seperti biaya ATK, biaya listrik, 

dan telepon, gaji karyawan dan pengurus
6.

 

2. Skripsi Dengan Judulpelaksanaan Nisbah Bagi Hasil 

Revenue Sharing Akad Mudharabah di BPRS Muamalat 

Harkat Bengkulu oleh Mia Yuliani Tahun 2019. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

pelaksanaan nisbah bagi hasil revenue sharing akad 

mudharabah, dan apakah pelaksanaan nisbah bagi hasil 

telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, serta apakah 

yang menjadi kendala dalam pelaksanaan nisbah bagi 

hasil akad mudharabah di PT BPRS Muamalat Harkat 

Bengkulu. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

pelaksanaan nisbah bagi hasil revenue sharing akad 

mudharabah di BPRS muamalat harkat Bengkulu 

menggunakan sistem bagi hasil dan bonus dan 

                                                 
6
 Rifa Atuljamila, Penerapan Sistem Bagi Hasi Profit Sharing Pada 

Tabungan Mudharabah Di Koperasi (Bengkulu, 2019). 
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pelaksanaan nisbah bai hasil yang dilakukan belum 

memenuhi kepatuhan syariah. Dalam penelitian ini 

bahwasanya lebih luas dalam meneliti yaitu akad 

mudharabah dimana terdapat banyak produk produk 

yang ada pada kad mudharabah.
7
 

3. Skripsi Dengan judul Implementasi Sistem Bagi Hasil di 

Koperasi Syirkah Muawanah Bondo Tumoto Semarang 

Tahun 2018 oleh Abdul Rohidi. Tujuan penelitian ini 

untuk mengetahui implementasi sistem bagi hasil serta 

mengetahui bagaimana pihak koperasi 

menyelesaikannya. Pendeketan kualitatif digunakan 

dalam penelitian ini, metode yang  

digunakan adalah, wawancara, dokumentasi yang 

dikumpulkan. Hasil penelitian ini menjukkan bahwa 

implementasi sistem bagi hasil didasarkan pada proses 

kesepakatan disertai dengan nisbah dan pembagi 

keuntungan setelah usaha yang didirikan mendapatkan 

laba sesuai waktu yang telah disepakati dengan resiko di 

tanggung mudharabah dan di tanggung bersama 

masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti menekankan 

kepada proses pembiayaan bagi hasil dan kendala dalam 

penerapannya. Sedangkan persamaanya adalah sama 

sama membehas tentang penerapan dan implementaasi 

sistem bagi hasil.
8
  

 

                                                 
7
 Mia Yuliani, Pelaksanaan Nisbah Bagi Hasil Revenue Sahring Akad 

Mudharabah Di BPRS Muamalat Harkat Bengkulu (Bengkulu, 2019). 
8
 Abdul Rohidi, Implementasi Sistem Bagi Hasil Di Koperasi Syirkah 

Muawanah Bondo Tumoto (Semarang, 2017). 



 

 

11 

H. Metode Penelitian  

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kualitatif, adapun jenis dan sifat penelitian sebagai 

berikut;  

1. Jenis dan Sifat Penelitian  

a. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptis 

analisis, yaitu metode penelitian dengan cara 

mengumpulkan data-data sesuai dengan yang 

sebenarnya kemudian data-data tersebut 

disusun,diolah dan dianalis utnuk dapat memberikan 

gambaran mengenai masalah yang ada.
9 

 Penelitian ini 

dilakukan di Villa‟s Desa Sumatera Pekon Way Redak 

Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat. 

b. Sifat Penelitian  

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yakni 

suatu penelitian yang melukiskan, memaparkan, 

menuliskan, melaporkan, menjelaskan, atau 

menggambarkan suatu keadaan, gejala atau kelompok 

tertentu dengan proses penyederhanaan data 

penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi 

informasi yang masih sederhana agar mudah dipahami 

dengan apa yang terjadi dilapangan
10

.Dalam 

penelitian ini peneliti ingin menggambarkan dan 

melakukan analisis tentang “Tinjauan Hukum 

Ekonomi Syariah tentang Sharing Profit yang ada di  

                                                 
9
 Andi Prastowo, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Ar-

Ruzz Media, 2011) 183. 
10

 „Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)‟, in Kamus Besar Bahasa 

Indonesia Edisi Kedua, ed. by Departmen Pendidikan Dan Kebudayaan, 

Kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), p. 98. 
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Inna‟s Villa Desa Sumatera Pekon Way Redak 

Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat  

2. Sumber Data  

 Sumber data adalah tempat darimana data itu di 

peroleh
11

. Tempatdata adalah bahan informasi untuk 

proses berifikir gamblang, pemecahanpersoalan atau 

keterangan-keterangan sementara yang sudah 

disusunharuslah diuji melalui pengumpulan data yang 

relevan atau adakaitannya.
12

 Adapun sumber data 

yang ada pada penelitian ini adalah:  

a. Data Primer  

Data primer yaitu data penelitian yang diperoleh 

secara langsung dari hasil penelitian dilapangan dan 

dikumpulkan. Data primer dalam penelitian ini akan 

di peroleh dari hasil wawancara, dokumentasi dengan 

para Karyawan villa‟s Desa Sumatera, pemilik villa‟s 

dan pengelola villa‟s yang mengetahui profil villa‟s 

Desa Sumatera tersebut. Dalam hal ini wawancara 

tersebut langsung berhubungan dengan masalah yang 

akan dikaji dalam penelitian ini serta memberikan 

informasi secara lengkap dan akurat.  

b. Data Sekunder  

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari 

sumber-sumber yangtelah ada, adapun data sekunder 

yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu, 

jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau 

elektronik, peraturan daerah,kamus hukum, 

                                                 
11

 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Reseach Sosial (Bandung, 

1996) 98. 
12

 Ibid, 111. 
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ensiklopedia, dan buku buku pendukung lain yang 

berkaitan dengan penelitian.  

3. Populasi dan sampel   

a. Informan  

 Informan adalah seseorang yang benar-benar 

mengetahui persoalan atau permasalahan tertentu 

yang dapat diperoleh dengan jelas,akurat dan 

terpercaya baik berupa pernyataan,keterangan,atau 

data-data yang dapat membantu dalam memahami 

persoalan atau permasalahan tersebut
13

. 
 

Dalam 

penelitian ini, Jumlah Informan keseluruhan 

berjumlah tujuh orang, yaitu satpam berjumlah 2 

orang, tukang masak 2 orang, bersih besih 2 orang, 

pengelola villa 1 orang, pemilik 1 orang.  

4. Teknik Pengumpulan Data  

 Pengumpulan data adalah mencatat peristiwa-peristiwa 

atau keterangan-keterangan atau karakteristik-

karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi 

yang akan menunjang atau mendukung penelitian. 

Adapun teknik pengumpulan data meliputi:
14

 

a. Wawancara (interview)   

Wawancara adalah tehnik pengumpulan data 

dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh 

pewawancara kepada responden, dan 

jawabanjawaban responden di catat atau di rekam
15

. 

Wawancara yang dimaksud adalah peneliti 

                                                 
13

 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum (Bandung: 

Citra Aditya Bakti, 2004) 186. 
14

 Ibid, 134. 
15

 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta 

Cetakan ke XV, 2012) 158. 
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menggunakan metode wawancara santai (tidak 

terstruktur) dengan beberapa orang berkapasitas dan 

patut untuk dimintai keterangan mengenai 

permasalahan yang peneliti ambil.  

b. Dokumentasi  

 Dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data yang 

tidak langsung ditunjukan pada subjek peneliti, 

namun melalui dokumen. Dokumen yang di 

gunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, 

catatankhusus dalam perkerjaan sosial dan dokumen 

lainnya
16

.
 

Berdasarkan keterangan tersebut maka 

dapat difahami bahwa metode dokmentasi adalah 

suatu cara didalam mengumpulkan data-data yang 

diperlukan dengan melalui catatan tertulis.  

5. Metode Pengelolaan Data  

 Setelah keseluruhan data terkumpul maka tahap 

selanjutnya adalah pengolahan data. Pengolahan data 

pada umumnya dilakukan dengan cara  

sebagai berikut:
17

 

a. Pemeriksaan data (editing) yaitu mengoreksi 

apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, 

sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah;  

b. Rekonstruksi data (recontrucing) yaitu menyusun 

ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga 

mudah dipahami dan diinterorestasikan;   

                                                 
16

 Ibid, 134. 
17

 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2017) 144. 
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c. Sistematisasi data (sistematizing) yaitu 

menempatkan data menurut kerangka sistematika 

bahasan berdasarkan urutan masalah.  

6. Analisa Data  

 Analisa data ini dilakukan secara bertahap dan berlapis 

dengan menggunakan teori yang penjabarannya sedikit 

demi sedikit. Data yang telah dikumpulkan dan diolah 

secara sistematis, maka selanjutnya diadakan teknik 

menganalisis data yang dilakukan dengan cara analisis 

kualitatif berarti upaya sistematis dalam penelitian yang 

bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh 

gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang 

berlaku ditempat tertentu atau peristiwa hukum tertentu 

yang terjadi dalam masyarakat termasuk di dalamnya 

adalah kaidah dan teknik untuk memuaskan 

keingintahuan peneliti pada suatu gejala yuridis atau 

cara untuk menemukan kebenaran dalam memperoleh 

pengetahuan
18

.
  

Dan dalam hal ini penulis dapat 

menggunakan metode penelitian  induktif. Metode 

Induktif yaitu berfikir berangkat dari kata-kata, 

peristiwa yang konkrit, kemudian dengan fakta-fakta 

yang khusus dan konkrit  tersebut  ditarik  generalisasi-

generalisasi  yang mempunyai sifat umum
19

.
 
Data dan 

fakta hasil pengamatan dilapangan atau pengalaman 

empiris disusun, diolah, untuk kemudian ditarik 

maknanya dalam bentuk pernyataan atau 

kesimpulanyang besifat umum. Maksud dari metode ini 

yaitu suatu cara menganalisa data-data yang ada dari 

                                                 
18

 Ibid, 145. 
19

 Pokok-Pokok Materi Metodologi Dan Aplikasinya (Bogor: Ghalia 

Indonesia, 2002) 114. 
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lapangan baik berupa fakta, peristiwa atau kasus yang 

konkrit terjadi.  

 

 I. Sistematika Pembahasan  

Sistematika pembahasan pada skripsi ini, maka dikemukakan  

penjabaran dari Bab I sampai V, Sebagai Berikut:  

Bab I    Bab ini berisikan tentang penegasan judul, latar 

belakang, fokus dan sub fokus, rumusan masalah, 

tujuan, manfaat, penelitian relevan, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan,   

Bab II  

  
Bab ini berisikan tentang uraian-uraian materi 

yang sesuai dengan judul penelitian  

Bab III  

  

Bab ini berisikan tentang gambaran dalam 

penelitian baik sejarah singkat, visi misi, struktur 

organisasi , bagan struktur organisasi.   

Bab IV  

  

Bab ini berikan tentang analisis data penelitian dan 

temuantemuan yang ada saat penelitian 

berlangsung baik pelaksanannya langkah-

langkahnya dan pembahasan yang  

terjadi saat penelitian.  

Bab V  

  

Bab ini berisikan simpulan dari hasil penelitian 

selama berlangsung dan rekomendasi dari hasil 

kesimpulan.  
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BAB II  

LANDASAN TEORI  

  

A. Konsep Mudharabah   

1. Pengertian dan Dasar Hukum Mudharabah   

Mudharabah arti asalnya “berjalan di atas bumi 

untuk berniaga” atau yang disebut dengan qiradh yang arti 

asalnya saling mengutang. Mudharabah mengandung arti 

“kerja sama dua pihak yang satu diantaranya 

menyerahkan uang kepada pihak lain untuk 

diperdagangkan, sedangkan keuntungannya dibagi 

diantara keduanya menurut kesepakatan”.
20

 

Mudharabah berasal dari kata ad-dharb yaitu 

bepergian untuk urusan dagang. Sebagaimana firman Allah 

dalam Al-qur‟an surah Al-Muzamil ayat 20 yaitu:
21

  

                         

“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari 

sebagian karunia Allah” (QS Al-Muzamil:20)
22

 

Menurut Tafsir Al-Muyassar mengatakan : 

Sesungguhnya Tuhanmu (wahai Nabi) mengetahui bahwa 

kamu shalat tahajjud di malam hari, terkadang kurang 

dari dua pertiga malam, terkadang setengah malam, 

terkadang sepertiga malam. Sebagian sahabatmu juga 

                                                 
20

 Amir Syafaruddin, Garis-Garis Besar Fiqh (Bogor: Kencana, 2003) 

244. 
21

 Ahli Bahasa oleh Kamaluddin A Marzuki Sayyid Sabiq,Terjemah 

Fiqh Sunnah Jilid XII (Bandung: Al-Ma‟rif, 1997) 36. 
22

 Dapertemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan 

Terjemahan (Bandung: Diponegoro). 
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shalat malam bersamamu. Hanya Allah semata yang 

menetapkan ukuran malam dan siang, dan Dia 

mengetahui kadar keduanya, apa yang telah berlalu dari 

keduanya dan apa yang tersisa. Allah tahu bahwa kalian 

tidak mungkin shalat sepanjang malam, maka Allah 

meringankan atas kalian, maka bacalah dalam shalat 

malam ayat al-Quran yang mudah bagi kalian untuk 

membacanya. Allah tahu ada orang-orang yang terhalang 

oleh sakitnya sehingga tidak bisa shalat malam. Ada juga 

orang-orang yang bergerak di muka bumi untuk berniaga 

dan bekerja mencari rizki Allah yang halal. Ada juga 

orang-orang yang berjihad di jalan Allah untuk 

meninggikan kalimat Allah dan menyebarkan agamaNya. 

Bacalah ayat al-Quran yang mudah bagi kalian untuk 

membacanya, jagalah kewajiban shalat, tunaikanlah zakat 

yang wajib atas kalian, dan bersedekahlah pada jalan-

jalan kebaikan dari harta kalian dalam rangka mencari 

WajahNya. Apa yang kalian lakukan berupa kebaikan-

kebaikan dan ketaatan-ketaatan, kalian pasti akan 

mendapatkan balasannya di sisi Allah pada Hari Kiamat 

lebih baik dari apa yang kalian lakukan, dan lebih besar 

balasannya. Carilah ampunan Allah dalam segala 

keadaan kalian, sesungguhnya Allah Maha Pengampun 

dan Maha Penyayang terhadap kalian.
23

 

Yakni Allah mengetahui bahwa di antara umat ini 

ada orang-orang mempunyai 'uzur dalam meninggalkan 

qiyamul lail, seperti karena sakit hingga tidak mampu 

mengerjakannya, juga orang-orang yang sedang 

mengadakan perjalanan di muka bumi karena mencari 

sebagian dari karunia Allah dengan bekerja dan 

berdagang, dan orang-orang yang lainnya sedang sibuk 

                                                 
23

 „Surah Al-Muzzamil Ayat 20‟. 
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dengan urusan yang lebih penting bagi mereka, yaitu 

berjihad di jalan Allah Swt. Ayat ini dan bahkan surat ini 

secara keseluruhan adalah Makkiyyah. dan saat itu 

peperangan masih belum disyariatkan. Dan hal ini 

merupakan salah satu dari bukti kenabian yang paling 

besar, yaitu menyangkut  pemberitaan kejadian yang akan 

datang. Karena itulah maka disebutkan oleh firman-Nya: 

karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-

Qur‟an
24

. 

Selain ad-dharb, disebut juga qiradh yang berasal 

dari kata al-qardhu, berarti al-qath‟u (potongan) karena 

pemilik memotong sebagian hartanya  

untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian 

keuntungannya. Ada pula yang menyebut Mudharabah 

atau qiradh dengan muamalah
25

. 

Kata Mudharabah berasal dari kata dharaba pada 

kalimat al-dharab, yakni bepergian untuk urusan dagang. 

Menurut bahasa, kata Abdurrahman Al Jaziri, 

Mudaharabah berarti ungkapan terhadap pemberian harta 

seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha yang 

keuntungannya dibagi antara mereka berdua, dan bila rugi 

akan ditanggung oleh pemilik modal
26

. 

Ada pula yang menyebut Qiradh dengan 

muamalah yakni akad antara kedua belah pihak untuk 

salah seorangnya (salah satu pihak mengeluarkan 

                                                 
24

 Marzuki. 
25

 Muhammad Al-Syarbini, Al-Iqna Fi Hall Al-Alfadz Abi Syufa 

(Indonesia: Dar Al-Ihya Al-Kutub Al-A‟rabiyah). 
26

 Helmi Karim, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993) 

11. 
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sejumlah uang kepada pihak lainnya untuk 

diperdagangkan dan laba dibagi sesuai kesepakatan).
27

 

Istilah Mudharabah digunakan oleh orang Irak, 

sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah 

qiradh
28

.
 
Dengan demikian Mudharabah dengan qiradh 

adalah dua istilah yang memiliki makna sama. 

Mudharabah adalah sistem kerja sama usaha antara dua 

pihak atau lebih dimana pihak pertama  

(shahibul maal) menyediakan seluruh (seratus persen) 

kebutuhan modal (sebagai penyuntik sejumlah dana sosial 

kebutuhan pembiayaan suatu proyek), sedangkan nasabah 

sebagai pengelola (mudahrib) mengajukan permohonan 

pembiayaan dan untuk ini nasabah sebagai pengelola 

(mudharib) menyediakan keahliannya.    

Hasbi Ash Shiddieqy mengatakan bahwa 

Mudharabah adalah semacam syarikat aqad, bermufakat 

dua orang padanya dengan ketentuan: modal dari satu 

pihak, sedangkan usaha menghasilkan keuntungan dari 

pihak yang lain, dan keuntungan-keuntungan dibagi antara 

mereka
29

. 

Sutan Remi Sjahdeni, mengemukakan bahwa 

Mudharabah adalah suatu transaksi pembiayaan yang 

melibatkan sekurang-kurangnya dua pihak yaitu:
30

 

                                                 
27

 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Jilid XXI (Bandung: Al-Ma'arif, 1997) 

336. 
28

 Rachmat Safe‟I, Fiqh Muamalah, Cetakan III (Jakarta: Grafindo 

Persada, 2002) 427. 
29

 Hasbi Ash Siddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah (Jakarta: Bulan 

Bintang, 1974) 90. 
30

 Karim, Fiqh Muamalah, 12. 
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a. Pihak yang memiliki dan menyediakan modal guna 

membiayai proyek atau usaha yang memerlukan 

pembiayaan, pihak tersebut disebut shahibul maal.   

b. Pihak pengusaha yang memerlukan modal dan 

menjalankan modal dan menjalankan proyek atau 

usaha yang dibiayai dengan modal dari shahibul 

maal, pihak tersebut disebut mudharib.   

 Kasmir  mengemukakan,  bahwa   

Mudharabah  merupakan  akad  kerjasama antara dua 

pihak, pihak pertama menyediakan seluruh modal dan 

pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut 

kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, 

maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian 

diakibatKan kelalaian pengelola
31

. 

Mudharabah berdasarkan ahli fiqh merupakan 

suatu perjanjian yang seseorang memberi hartanya kepada 

orang lain berdasarkan prinsipdagang dan keuntungan 

yang diperoleh akan dibagi berdasarkan proporsi yang 

telah disetujui. Sedangkan secara teknis Mudharabah 

adalah kerja sama antara dua  

pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh 

100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi 

pengelola
32

. 

Muhammad Ridwan memberikan pengertian 

secara praktis akad Mudharabah, yaitu “akad kerja sama 

dua orang atau lebih, salah satu pihak menyediakan modal 

secara penuh dan pihak lain menjalankan usaha. Pemilik 

modal disebut dengan shohibul maal, sedangkan 

                                                 
31

 Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Raja 

Grafindo, 2002) 6. 
32

 Muhammad Musleihudin, Sistem Perbankan Salam Islam (Jakarta: 

PT. Rineka Cipta, 1994) 63. 
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pengusaha disebut mudharib. Antara keduanya terikat 

dengan kerjasama usaha. Pembagian keuntungan 

disepakati bersama, sedang kerugian ditanggung oleh 

pemilik modal, jika kerugian tersebut disebabkan karena 

kelalaian pengusaha, maka pengusaha berkewajiban 

menanggung kerugian tersebut
33

. 

Bagi hasil adalah suatu perkongsian antara dua 

pihak atau lebih dalam suatu kegiatan usaha atau proyek 

di mana masing-masing pihak berhak atas segala 

keuntungan dan bertanggung jawab atas segala kerugian 

yang terjadi
34

.
 
Menurut Istilah, Mudharabah atau qiradh 

dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut:   

a. Menurut para Fuqaha, Mudharabah ialah akad antara 

dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu 

pihak menyerahkan hartanya kepada pihak  

lain   

diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan 

dari keuntugan, seperti setengah atau sepertiga 

dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.    

b. Menurut Hanafiyah, Mudharabah adalah memandang 

tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam 

keuntungan (laba), karena harta yang diserahkan 

kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola 

harta itu.  

 

 

 

                                                 
33

 Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) 

(Yogyakarta: UII Press, 2004) 96. 
34
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Mudharabah ialah :   

انطَّشَفُ  ََ احِذٍ مَانكِِ انْعَقاَسِ  ََ عَقْذَ طَ سْكَايُ تشِتْحِ طشََفٍ 

انطَّشَفُ الْ ْ خَشُ   مَانكُِ ا نْخِذْمَحِ    ََ  مَانكُِ انْعَقاَسِ 

“Akad syirkah dalam laba satu pihak pemilik 

harta dan pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik 

jasa”   

 

c. Malikiyyah berpendapat bahwa mudharabah 

ialah :   

d.  

مُ طَذِسٌ مِهْ سَبِّ انْمَالِ نغَِيْشِيِ عَهَّ أنَْ يرَجََشَّ  كِّ َُ عَقْذٌ ذُ

انْفَّحُ{ ََ صِ انىَّقْذَيْهِ }انَزٌَّةَُ  ُْ  تخُِظُ

 “Akad perwakilan di mana pemilik harta 

mengeluarkan hartanya kepada orang lain untuk 

diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan 

emas dan perak”   

 

d. Imam hanabilah berpendapat bahwa mudharabah ialah 

:   

“Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya 

dengan ukuran tertentu kepada orang yang 

berdagang dengan bagian dari keuntungan yang 

diketahui”   
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e. Ulama syafiiyah berpendapat bahwa mudharabah ialah 

:   

ًِ عَهَّ انَْ  عَقْذٌ يقَْرضَِّ أنَْ يذَْفعََ شَخْضٌ لِِخَشِ مَالاا نيِرَجََشَّ فيِْ

طَحٍ  ُْ تْحِ تشُِشَُطٍ مَخْظُ نَ نكُِمِّ مِىٍْمَُا وظَِيْةٌ فيِْ انشَّ ُْ  يكَُ

“Akad yang menentukan seseorang menyerahkan 

hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan 

dan keduanya mendapat bagian dari keuntungan 

berdasarkan kesepakatan.” 

 

f. Sayyid Sabiq berpendapat, mudharaah ialah akad 

antara dua belah pihak untuk salah satu pihak 

mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan 

dengan syarat ketentuan dibagi dua sesuai dengan 

perjanjian
35

. 

g. Menurut  

Imam Taqiyyudin, Mudharabah ialah
36

 

ًِ انْعَامِمُ ياَانرِّجَاسَجِ  فُ فيِْ  عُقذٌ عَهَّ وقْذٍ نيِرَظََشُّ

 “Akad keuangan untuk dikelola dikerjakan 

dengan perdagangan”   

 

Mudharabah atau qiradh adalah pemberian harta 

tertentu kepada orang lain supaya dijadikan modal 

usaha dan keuntungannya dibagi berdasarkan syarat 

                                                 
35

 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, 2008, 53. 
36

 Taqiyuddi Abi Bakr Ibn Muhammad, Kifayat Al-Akhyar (Bandung: 

Al-Ma‟rif, 1998) 301. 
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yang menjalankan disepakati antar pemilik modal 

dengan yang menjalankan modal
37

. 

Mudharabah atau penanaman modal di sini 

artinya adalah menyerahkan modal uang kepada 

orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan 

persentase keuntungan. Bentuk usaha ini melibatkan 

dua  pihak, pihak yang memiliki modal namun tidak 

bisa berbisnis, dan pihak yang pandai berbisnis 

namun tidak memiliki modal. Melalui usaha ini, 

keduanya saling melengkapi.
38

 

Bentuk usaha Mudharabah ini, ada masa Nabi 

Muhammad SAW, dan beliau mengakuinya 

kebijaksanaan Allah menuntut dibolehkannya kongsi 

Mudharabah ini, karena orang-orang yang 

membutuhkan, selain itu, karena uang tidak akan 

berkembang kecuali diinvestigasi dan diniagakan Al-

Alamah Ibnu Al-Qayyim berkata, Mudharib (pihak 

pekerja) adalah orang yang dipercaya, orang yang 

diupah, wakil dan mitra kongsi bagi pemilik modal 

(mudharib) sebagai orang yang dipercaya ketika 

memegang harta pemiliknya, ia sebagai wakil ketika 

mudharib ini megembangkan harta tersebut, dan 

sebagai orang yang diupah dalam melakukan 

pekerjaanpekerjaan untuk mengembangkan harta, dan 

mudharib sebagai mitra kongsi ketika ada laba dari 

harta yang dikembangkan tersebut.
39
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38
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39
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Keuntungan bersih pada Mudharabah dibagi 

setelah segala pembelanjaan atau biaya perdagangan 

diperhitugkan, dan modal investor (shahibul al-mal) 

dikembangkan lagi, sekiranya akad atau transaksi 

berakhir. Dapat diketahui bahwa modal berupa barang 

yang tidak dapat dibayarkan, seperti rumah, begitu 

pula tidak boleh berupa hutang. Pemilik  

modal memiliki hak untukmendapatkan laba sebab 

modal tersebut miliknya, sedangkan pekerja 

mendapatkan laba dari hasil pekerjaannya
40

. 

Setelah diketahui beberapa pengertian di atas 

dapat disimpulkan bahwa Mudharabah adalah kerja 

sama bagi hasil yang dilakukan oleh kedua belah 

pihak yang berakad dimana suatu pihak memberikan 

modal dari harta miliknya sendiri kepada pihak lain 

sebagai modal usaha produktif dan keuntungan dari 

usaha itu dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. 

Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa 

Mudharabah adalah kerja sama antara modal dengan 

tenaga atau keahlian. 
41

 

                      Dengan demikian dalam Mudharabah ada 

unsur syirkah atau kerjasama baik kerja sama harta 

dengan harta, tenaga dengan tenaga, dan harta dengan 

tenaga. Namun, jika terjadi kerugian maka kerugian 

tersebut ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan 

pengelola tidak dibebani kerugian, karena ia telah 

                                                 
40

 Rachmad Syafe‟I, Fiqh Muamalah (Jakarta: Pustaka Setia, 2010), 

223. 
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rugi tenaga tanpa kerugian
42

. Kerjasama dalam 

bentuk ini disebut dengan Mudharabah oleh para 

ulama Iraq, dan disebut Qiradh oleh ulama Hijaz.
43

  

2. Dasar Hukum Mudharabah   

Islam mensyari‟atkan dan membolehkan kepada 

umatnya untuk memberikan keringanan kepada manusia 

lainnya. Sebagian orang terkadang   

memiliki harta, akan tetapi dia tidak memiliki 

kemampuan untuk menjadikan harta tersebut lebih 

produktif. 
44

 

Hal tersebut menjadi salah satu alasan 

Islammensyari‟atkan untuk bermuamalah, agar kedua 

belah pihak tersebut dapat mengambil manfaatnya. 

Pemilik harta akan mendapatkan manfaat dengan 

pengalaman  

Mudharib (orang yang diberi modal) sedangkan 

mudharib akan memperoleh manfaat dengan harta 

tersebut sebagai modal usahanya. Dengan demikian 

terciptalah kerja sama antara modal dan kerja. Allah 

SWT tidak menetapkan segala bentuk akad, melainkan 

demi terciptanya kemashlahatan dan terhindarnya 

kesulitan. Melakukan Mudharabah atau qiradh adalah 

mubah  

(boleh).   
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Adapun dasar hukum yang disyari‟atkannya 

Mudharabah dalam Islam yaitu: 

 a. Al-Qur‟an   

Al-Qur‟an surat AL-Jumu‟ah ayat 10 yang berbunyi:
45

  

                        

                

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka 

bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia 

Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu 

beruntung”(Q.S.AL-Jumu‟ah : 10)  

 

Dalam ayat tersebut terdapat seruan untuk 

menjalankan kewajiban sholat jumat dan meninggalkan 

urusan duniawi terlebih dahulu. Kemudian setelah selesai 

melaksanakan sholat maka dipersilahkan untuk 

melanjutkan melakukan kegiatan duniawi yang berfaedah. 

Dalam ayat tersebut dituliskan dengan keterangan 

fantasyiru> yang memiliki makna bertebaranlah. Dalam 

kata tersebut mempunyai makna bertebaranlah kamu yang 

diartikan dalam tafsir ibnu katsir dengan bertebaran untuk 

mencari karunia Allah. Ayat tersebut secara jelas 

meneragkan bahwa diwajibkan untuk menyeimbangkan 

diri antara urusan duniawi dan ukhrawi.
46
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b. Hadist 

Hadits yang berkaitan dengan Mudharabah adalah hadits 

yang diriwayatkan oleh Hadis Riwayat Ibnu Thabrani 

ِ ََ ُ  عَىٍْمَُا اللهُ  سَضِيَ  عَثَّاطِ  اتْهُ  سَ  سَيَّذُواَ :كَانَ  قاَلَ  اوًََّ

ـاطُ   عهّ اشرشط مضاستح انْمَال دَفعََ  إرَِا انْمُطهُةِِ  عَثْذِ  تْهُ  انْعَثَـّ

 يشرشِ َلا  يا َاد تً يىضل َلا تحــشا تً يسهكُ لا طاحة

 طً شش فثهغ ضمه رنك فعم فإنْ  كثذسطثح راخ داتح تً

 صي جا فأ َسهم عهيً الله سطم

Artinya : Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa 

Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan 

dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia 

menyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi 

lautan, menuruni lembah yang berbahaya atau membeli 

ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang 

bersangkutan bertangung jawab atas dana tersebut. 

Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada 

Rasulullah saw dan Rasulullah pun membolehkanya (HR 

Thabrani). 

 

c. Ijma   

Mudharabah disyari‟atkan berdasarkan ijma‟ 

(kesepakatan) para sahabat dan berdasarkan kesepakatan 

para imam yang menyatakan kebolehannya. Hal ini 

didasarkan dalil yang mengungkapkan bahwa tolong 

menolong dalam kebaikan dan saling mencegah dalam hal 

kemungkaran. Di antara ijma‟ dalam Mudharabah, adanya 

riwayat yang menyatakan bahwa jemaah dari sahabat 
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menggunakan harta anak yatim untuk Mudharabah. 

Perbuatan tersebut ditentang oleh sahabat lainnya
47

. 

Muamalah dalam bentuk Mudharabah disepakati 

oleh ulama tentang kebolehannya. Dasar kebolahan 

hukumnya itu adalah pengalaman Nabi yang 

memperniagakan modal yang diberikan oleh Siti Khadijah 

sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan kemudian 

ditetapkan setelah beliau menjadi Nabi.  

d. Qiyas    

Mudharabah diqiyaskan kepada al-musyaqah 

(menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain di 

antara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. 

Pada satu sisi, banyak orang kaya yang mengusahakan 

hartanya, di sisi lain juga tidak sedikit orang miskin yang 

mau bekerja tapi tidak memiliki modal. Maka dengan 

adanya Mudharabahditujukan antara lain untuk 

kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi 

kebutuhan mereka.
48

   

Dengan adanya kerja sama antara kedua belah 

pihak tersebut, maka kebutuhan  masing-masing bisa 

dipadukan, sehingga menghasilkan  

keuntungan.
27

   

3. Rukun dan Syarat Mudharabah   

Islam telah mengatur rukun dan syarat kerja sama 

Mudharabah sehingga kerja sama itu dapat dikatakan sah 

oleh syara‟. Berikut ini penjelasan rukun dan syarat kerja 

sama Mudharabah, yaitu sebagai berikut:   

                                                 
47
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48 Sohari Sahrani dan Ruf‟ah Abdullah, Fiqih Muamalah (Bogor: Ghalola 
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a. Rukun Bagi Hasil (Mudharabah)   

Rukun adalah kata mufrad dari kata jama‟ 

“arkan” artinya asas atau sendi atau tiang, yaitu 

sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan 

tidak sahnya (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan 

dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan  itu.
49

   

Rukun Mudharabah menurut sayyid sabiq 

adalah ijab dan qobul yang keluar dari orang yang 

memiliki keahlian. Dalam ijab qabul ini tidak 

disyaratkan adanya lafaz tertentu, akan tetapi dapat 

dengan bentuk apa saja yang menunjukan makna 

Mudharabah karena yang dimaksud dalam akad ini 

adalah tujuan dan maknanya, bukan lafaz dan susunan 

katanya.
29

   

Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat 

dipahami bahwa yang dimaksud dengan rukun adalah 

unsur penting yang menyebabkan adanya suatu 

pekerjaan atas pekerjaan lain, yang dalam hal ini 

adalah pekerjaan kerja sama akad Mudharabah.    

Adapun rukun kerja sama Mudharabah 

menurut ulama Syafi‟iyah ada enam, yaitu:
50

 

1) Pemilik barang yang menyerahkan barang-

barangnya.   

2) Orang yang bekeja, yaitu mengelola barang yang 

diterima dari pemilik barang.   

                                                 
49 Dkk M. Abdul Mujiep, Kamus Istilah Fiqh, Cet Ke-3 (Jakarta: Pustaka 

Firdaus, 
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3) Aqad Mudharabah, dilakukan oleh pemilik dengan 

pengelola barang.   

4) Mal, yaitu harta pokok atau modal.    

5) Amal, yaitu pekerjaan pengelola harta sehingga 

menghasilkan laba, 

6) Keuntungan.   

Menurut Malikiyah, bahwa hukum 

Mudharabah itu adalah jaiz. Sedangkan 

rukunrukunnya adalah:   

1) Modal   

2) Amal   

3) Laba   

4) Pihakyang mengadakan perjanjian   

5) Sighat (ijab dan qobul)   

Menurut Jumhur Ulama, rukun Mudharabah ada lima 

yaitu: 
51

 

1) Orang yang berakad   

2) Modal   

3) Keuntungan   

4) Kerja    

5) Sighat, yaitu ijab dan qabul   

Menurut Zuhayli, akad Mudharabah memiliki 

beberapa rukun yang telah ditentukan guna mencapai 

keabsahannya, yaitu:
52
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1) Pemilik dana (Shahibul Mal)   

2) Pengelola (Mudharib)   

3) Ucapan serah terima (Sighat ijab wa qabul)   

4) Modal (ra‟sul mal)   

5) Pekerjaan    

6) Keuntungan.   

Menurut Amir Syarifudin pada kerja sama 

Mudharabah terdapat tiga unsur yang setiap unsur 

tersebut harus memenuhi syarat sahnya suatu akad 

Mudharabah:
53

 

1. Pemilik modal (robbul mal) dan pengusaha atau 

yang disebut juga yang menjalanka modal 

(mudharib) sebagai pihak yang melakukan kerja 

sama. Keduanya harus memenuhi persyaratan 

untuk melangsungkan perjanjian, yang dewasa 

sehat akal dan bertindak dengan kesadaran dan   

2. pilihan sendiri, tanpa paksaan, sedangkan 

pengusaha atau yang menjalankan modal harus 

cakap dan mampu bekerja sesuai dengan 

bidangnya.   

3. Objek kerja sama atau modal. Syaratnya harus 

dalam bentuk uang atau barang yang ditasksir 

dengan uang, jelas jumlahnya, miliknya sempurna 

dari peilik modal dan dapat diserakan pada waktu 

berlangsung akad.   

4. Keuntungan atau laba. Keuntungan dibagi sesuai 

dengan yang disepakati bersama dan ditentukan 

dalam kadar persentase, bukan dalamangka 
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mutlak yan diketahui secara pasti. Alasannya ialah 

bahwa yang akan diterima oleh pekerja atau 

pemilik modal buka dalam sesuatu yang pasti.   

Menurut Abdullah AL-Mushlih, seperti bentuk 

usaha lain, bisnis bagi hasil ini juga memillik tiga 

rukun, yaitu dua atau lebih pelaku, objek akad dan 

pelafalan akad:
54

   

1) Dua pihak yang melakukan akad Kedua pihak 

disini adalah investor dan pengelola modal. 

Keduanya disyaratkan memiliki kompetensi 

beraktivitas. Yakni orang yang tidak dalam 

kondisi bangkrut terlilit hutang, anak kecil, orang 

gila, orang idiot, semuanya tidak boleh melakukan 

transaksi ini.   

2) Objek akad    

Objek akad dalamkerja sama bagi hasil ini tidak 

lain adalah modal, jenis usaha dan keuntungan.   

a) Modal   

Modal disyaratka harus alat tukar seperti 

emas, perak atau uang secara umum. Penanaman 

modal ini tidak boleh dilakukan dengan menggunakan 

barang kecualibila disepakati unuk menetapkan nilai 

harganya dengan uang. Sehingga nilainya itulah yang 

menjadi modal yang digunakan untuk memulai usaha. 

Atas dasar itulah hitung-hitungannya dianggap selesai 

untuk masa kemudian.   

b) Jenis usaha   

Asal dari usaha dalam bisnis bagi hasil 

(penanaman modal) adalah dibidang perniagaan atau 
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bidang-bidang terkait lainnya. Pengelola modal tidak 

boleh bekerja sama dalam penjualan barang-barang 

haram berdasarkan kesepakatan ulama, seperti jual 

beli bangkai, darah, daging babi, minuman keras dan 

jual beli riba‟ atau yang sejenisnya.    

c) Keuntungan    

Keuntungan dalam sistem penanaman modal 

(bagi hasil) ini hendaknya diketahui secara jelas dan 

ditegaskan persentase tertentu bagi pemilik modal dan 

pengelola modal yang sifatnya merata seperti, 

setengah, sepertiga atau seperempat dan sejenisnya. 

Kalau ditetapkan sejumlah keuntungan bagi salah satu 

pihak, sementara sisanya untuk pihak yang lain, maka 

itu aalah usaha investasi yang tidak sah. Karena bisa 

jadi keuntungan dari usaha itu hanyalah bagian, 

sehinga kerja sama iu harus diberhentikan dalam 

keuntungannya. Lebih rusak lagi dari ini adalah 

apabila pemilik memberikan syarat persentase 

tertentu dari modalnya yang tidak terkait dengan 

usaha penanaman modal karena itu berarti 

mengkompromikan antara usaha melalui system 

penanaman modal ini dengan usaha berbasis riba. Ada 

sejumlah kode etik dalam sistem pembagian 

keuntungan dalam usaha kerja sama bagi hasil yaitu:    

1) Keuntungan berdasarkan kesepakatan dua pihak, 

namun kerugian hanya ditanggung oleh pemilik 

modal saja dengan syarat kerugian terjadi bukan 

karena kelalaian pengelola.   

2) Keuntungan dijadikan sebagai cadangan modal. 

Kalau ada keuntungan di satu sisi dan keruian atau 

kerusakan di sisi lain, maka kerugian atau 

kerusakan itu harus ditutupi terlebih dahuluoleh 
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keuntungan yang ada, kemudian yang tersisa 

dibagibagikan berdua sesuai dengan kesepakatan.   

3) Pengelola tidak boleh mengambil keuntungan 

sebelum masa pembagian.   

Alasan tidak dibolehkannya pengelola modal 

mengambil bagiannya dari keuntungan kecuali setelah 

masa pembagian karena bisa saja terjadi kerugian setelah 

itu, sehingga keuntungan itu digunakan untuk 

menutupinya. Sehingga bukan hanya dengan pembagian 

saja, hak masing-masing dari kedua belah pihak terjaga.   

d) Pelafazan akad   

Pelafazan akad dalam transaksi muamalah 

biasanya disebut dengan ijab Kabul atau sighat akad. 

Pelafazan akad ini dapat dilakukan denan lisan atau 

tertulis harus dilakukan atas kesepakatan bersama 

tentang untung ruginya dan hal-hal yang akan terjadi 

dikemudian hari dan harus dengan bahasa yang jelas 

dapat dimengerti kedua belah pihak.   

1. Syarat bagi Hasil (Mudharabah)   

Syarat-syarat Mudharabah menurut Saayid 

Sabiq adalah berhubungan dengan rukun 

Mudharabah itu sendiri. Syarat-syarat sah 

Mudharabahadalah sebagai berikut: 
55

 

1) Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk 

uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas 

atau perak batangan (tabar) emas hiasan atau 

emas dagangan lainnya, maka Mudharabah 

tersebut batal.   
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2) Bagi orang ang melakukan akad, disyaratkan 

mampu melakukan tasharruf, maka akan 

dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, 

orang gila dan orang-orang dibawah 

pengampunan.   

3) Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat 

dibedakan antaramodal yang diperdagangkan 

dengan laba atau keuntungan dari   

4) pedagang tersebut yang akan dibagikan kepada 

kedua belah pihak, sesuai dengan perjanjian 

yang telah disepakati.   

5) Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola 

dan pemilik modal harus jelas persentasenya, 

umpamanya setengah, sepertiga atau 

seperempat.   

6) Melafazkan ijab dari pemilik modal, misal aku 

serahkan uang ini kepadamu untuk dagang. Jika 

ada keuntungan akan dibagi dua dan Kabul dari 

pengeola.   

7) Mudharabah bersifat mutlak, pemilik modal tidak 

mengikat pengelola harta untuk berdagang 

dinegara tertentu, memperdagangkan barang-

barang tertentu, pada waktu tertentu sementara 

pada waktu lain tidak karena persyaratan yang 

mengikat sering menyimpang dari tujuan akad 

Mudharabah, yaitu kentungan, bila dalam 

Mudharabah ada persyaratan-persyaratan, maka 

Mudharabah tersebut menjadi rusak (fasid) 

menurut pendapat Al-Syafe‟I dan Malik. 

Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad 

Ibn Hanbal, Mudharabah tersebut sah.   
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Adapun menurut syarat-syaratnya 

Malikiyah mengemukakan sebagai berikut:   

1) Penerahan modal pada pengelola harus 

segera, kalau penyerahan ditunda, maka 

Mudharabahnya fasid   

2) Modal harus diketahui jumlahnya sewaktu 

akad dilaksanakan, oleh karenanya tidak sah 

Mudharabah dengan modalyang tidak jelas 

jumlahnya.   

3) Modal yang dipertanggungjawabkan kepada 

pengelola.   

4) Modalnya harus uang yang berlaku dalam 

suatu Negara, baik uang cetak maupun bukan.   

5) Pembagian kentungan harus ditegaskan salah 

satu pihak tidak boleh menentukan suatu 

yang jelas bagi keuntungannya.   

6) Bagian keuntungan yang jelas itu hendaknya 

terkenal.   

7) Hendaknya pengelola saja yang bekerja.   

8) Pemilik modal tidak boeh mempersempit 

pengelola dalam melakukan pekerjaannya.   

9) Tidak menunda waktu.   

 Adapun syarat sah akad Mudharabah sangat 

terkait dengan rukun Mudharabah sebagaimana 

yang telah disebutkan di atas:   

a) Berkenaan dengan syarat akad (aqidania) 

Disyaratkan bagi orang yang akan 

melakukan akad, yakni pemilik modal dan 

pengusaha adalah ahli dalam mewakilkan 
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dan menjadi wakil. Khususnya bagi 

pengusaha (mudharib) harus orang-orang 

benar mampu (ahli) serta jujur, bahwa dalam 

arti bahwa ia bisa dipercaya untuk 

menjalankan modal sekaligus menjaga 

modal yang dipercayakan kepadanya
56

. 

b) Berkenaan dengan syarat modal (mauqud 

alaih) bahwa:
57

 

a. Modal harus berupa uang, seperti dinar, 

dolar, atau rupiah.   

b. Modal harus diketahui dengan jelas dan 

memiliki ukuran.   

c. Modal harus ada, bukan berupa hutang, 

artinya modal yang  

diberikan itu benar-benar milik sendiri.   

d. Modal harus diberikan kepada pengusaha. 

Hal ini dimaksudkan agar pengusaha 

dapat mengusahakannya, yakni 

menggunakan harta tersebut sebagai 

amanah. Berkenaan dengan sighat (ijab 

dan  

Qabul).   

c) Berkenaan dengan laba, bahwa:
58

  

1) Laba harus memiliki ukuran. Mudharabah 

dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan 
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(laba). Dengan demikian jika laba tidak jelas 

maka Mudharabah dianggap batal.   

2) Laba harus berupa bagian yang umum 

(masyhur). Pembagian keuntungan harus 

sesuai dengan keadaan yang berlaku secara 

umum, seperti setengah keuntungan yang 

diberikan kepada pemilik modal sedangkan 

setengahnya lagi diberikan kepada pengusaha.    

Berdasarkan beberapa pendapat tentang 

rukun dan syarat dalam akad Mudharabah yang 

telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa rukun dan syarat dalam akad Mudharabah 

yaitu: pelaku (pemilik modal dan pengusaha), 

objek Mudharabah (modal dan kerja), 

persetujuan kedua belah pihak (ijab qabul), dan 

nisbah keuntungan.   

2. Prinsip – Prinsip Mudharabah   

Secara umum dapat dikemukakan bahwa 

Mudharabah sebenarnya merupakan sub system dari 

musaqah. Namun, para ahli fiqih Islammeletakkan 

Mudharabah dalam posisi tersendiri dan memberikan 

dasar hukum yang khusus, baik dar segi teks   

Al-Qur‟an maupun dari sunnah. Prinsip Mudharabah 

adalah prinsp bagi hasil, yaitu perjanjian antara 

pemilik modal (uang atau barang) dengan pengusaha. 

Pada perjanjian ini pemilik modal bersedia 

membiayai sepenuhnya suatu proyek tersebut atau 

usaha, dan pengusaha setuju untuk pengelola proyek 

tersebut dengan pemagian hasil sesuai dengan 

perjanjian. Pemilik modal tidak dibenarkan membuat 

usulan dan melakukan pengawasan. Apabila usaha 
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yang diawasi mengalami kerugian, maka kerugian 

tersebut sepenuhnya ditanggung pemilik modal, 

kecuali kerugian itu terjadi karena penyelewengan 

atau penyalahgunaan pengusaha. Apabila terjadi 

kerugian yang merupakan konsekuensi bisnis semata 

(buka karena penyelewengan) maka kerugian tersebut 

akan ditanggung secara bersama-sama antara 

pemodal dan pengusaha sesuai dengan perjanjian. 

Dengan prinsip tersebut semakin jelas terlihat bahwa 

sistem ekonomi Islam tampak jelas memilki sifat dan 

semangat kebersamaan serta keadilan
59

. 

Prinsip-prinsip Mudharabah ini tidak terlepas 

dari prinsip-prinsip muamalah Islam.Oleh karenanya 

Mudharabah ini harus tetap mengacu pada aturan 

syari‟at Islam dan aturan Fiqih Muamalah menjadi 

indikatornya. Artinya sesuai atau tidaknya mekanisme 

dalam Mudharabah ini sangat ditetukan 

kesesuaiannya dengan prinsipprinsip mamalah 

Islam.Adapun prinsp-prinsip Mudharabah dalam 

muamalah Islam adalah sebagai berikut:   

1. Prinsip kebolehan melakukan akad Mudharabah.   

Artinya bahwa akad Mudharabah itu dibenarkan 

oleh Al-Qur‟an dan sunah   

Rasul.Dalam Mudharabah harus tetap berpegang teguh 

pada ketentuan syari‟at Islam sebagaimana telah 

dijelaskan pada landasan hukum Mudharabah (Al- 

Qur‟an dan Sunnah). Mudharabah dibolehkan karena 

memiliki manfaat bagi orang banyak, terutama bagi 

kaum lemah dan pengusaha tidak dikenakan 
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tanggungan terhadap modal yang rusak (pailit) selama 

ia tidak melampaui batas dalam arti kerugian itu 

disebabkan konsekuensi dari bisnis.
60

 

2. Prinsip sukarela tanpa paksaan.   

Akad Mudharabah mencerminkan kerelaan 

untuk bekerja sama, maka tidak boleh oleh salah satu 

pihak yang melakukan akad ini dalam keadaan 

terpaksa. Selain itu, akad Mudharabah bertujuan untuk 

membantu kehidupan kaum lemah, bukan sematamata 

mencari keuntungan, bukan pula salah satu cara untuk 

mengeksplortir. Untuk itulah dalam bentuk kerja sama 

ini dituntut adanya kebebasan ari pengusaha untuk 

berusaha sesuai dengan keinginan pemilik modal
61

. 

3. Prinsip mendatangkan manfaat dan menolak 

kemudharatan.   

Sebagai mahluk sosial, kebutuhan akan kerja 

sama antara satu pihak dengan pihak lain guna 

meningkatkan taraf hidup khususnya dalam bidang 

ekonomi merupakan hal yang tidak bisa diabaikan. 

Kenyataan menunjukan bahwa kehidupan manusia 

mempunyai modal, tetapi tidak bisa mengelola modal 

tersebut, dan berkeinginan membantu orang lain 

dengan jalan menalihkan modal yang dia miliki kepada 

pihak yang membutuhkan dan mampu mengelola 

modal tersebut. Berdasarkan kenyataan ini, maka 

diperlukan kerja sama antara yang memiliki modal dan 

orang yang tidak mempunyai atau kekurangan modal. 

Pada bentuk kerja sama Mudharabah, pemilik modal 
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dan pengelola modal sangat diuntungkan, disatu sisi 

pemilik modal mendapatkan   

keuntungan dari investasi yang diberikannya. 

Sementara itu, disisi lain bagi orang yang memerlukan 

modal ia akan sangat terbantu dengan adanya kerja 

sama tersebut. Pengusaha berusaha dalam lapangan 

ekonomi serta terhindardari pengangguran, dan dapat 

meningkatkan taraf hidup mereka. Dengan demikian, 

terciptalah kemashlahatan dan terindar dari 

kemudharatan seperti kemiskinan dan pengangguran
62

. 

4. Prinsip keadilan.   

Sifat semangat, kebersamaan, dan keadilan 

tampak jelas dalam kerja sama Mudharabah. Hal ini 

dapat dilihat melalui kebersamaan dalammenanggung 

kerugian yang dialami dalm usaha, kerugian akan 

ditanggung pemilik modal apabila kerugian itu 

merupakan akibat (konsekuensi) dari bisnis, bukan 

karena rekayasa. Pihak pengelola menanggung 

kerugian skill, dan waktu, sedangkan apabila 

mendapatkan keuntungan akan dibagi bersama sesuai 

dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua 

belah pihak.   

Berdasarkan uraian mengenai prinsip-prinsip 

Mudharabah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

sistem kerja sama antara pemilik modal dan pengelola 

dalam bentuk akad Mudharabahini sangat terasa ketika 

dapat membantu perekonomian kaum lemah yang 

mempunyai keahlian tetapi tidak memiliki modal untuk 

melakukan sebuah usaha guna memenuhi   
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kebutuhanhidup, dan yang terpenting dapat mencegah 

kesenjangan social antara orang kaya dan miskin.   

3. Macam-Macam Mudharabah   

Ulama Hanafiyah membagi bentuk akad 

Mudharabah kepada dua bentuk, yaitu Mudharabah 

shahihah (Mudharabah yang sah) dan Mudharabah 

fasidah (Mudharabah yang rusak). Jika Mudharabah itu 

jatuh pada yang fasid, menurut ulama Hanafiyah, 

Syafiiyah dan Hanbaliyah, pekerja hanya berhak 

menerima upah kerja sesuai dengan upah yang berlaku 

dikalangan daerah tersebut, sedangkan seluruh 

keuntungan menjadi hak pemilk modal
63

.
 

Ulama 

Malikiyah menyatakan bahwa dalam Mudharabah 

fasidah, status pekerjaan tetap seperti dalam 

Mudharabah shahihah dalam artian bahwa ia tetap 

mendapatkan bagian keuntungan.    

Kemudian dilihat dari segi transaksi yang 

dilakukan pemilik modal dengan pekerjaan, para ulama 

fiqh membagi akad Mudharabah kepada dua bentuk 

yaitu Mudharabah mutlaqah (penyerahan modal secara 

mutlak, tanpa syarat dan pembatalan) dan Mudharabah 

muqayyadah, perkerja bisa mengelola modal itu dengan 

usaha apa saja yang menurutnya akan mendatangkan 

keuntungan dan di daerah mana yang diinginkan.   

Akan tetapi, dalam Mudharabah muqayyadah pekerja 

harus mengikuti syarat syarat dan batasan-batasan 

yang dikemukakan oleh pemilik modal.
60

    

Sejalan dengan pendapat para ulama fiqh, 

tokoh-tokoh dalam bidang fiqih muamalah pun 
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membagi akad Mudharabah kepada dua bentuk, yaitu 

Mudharabah mutlaqah (penyerahan modal secara 

mutlak, tanpa syarat dan pembatasan) dan Mudharabah 

muqayyadah (penyerahan modal dengan syarat dan 

batasan tertentu)
64

. 

 Macam-macam akad Mudharabah yaitu sebagai 

berikut:    

a. Mudharabah mutlak (al-mutlak)   

Menurut Muhammad Asy-Syarbini Mudharabah 

mutlak adalah penyerahan modal seseorang kepada 

pengusaha tanpa memberikan batasan, seperti berkata, 

“saya serahkan uang ini kepadamu untuk diusahakan, 

sedangkan labanya akan dibagi antara kita, 

masingmasing setengah, seprtiga atau lain-lain.”
46

   

Mudharabah mutlak adalah penyertaan modal 

seseorang kepada pengusaha tanpa memberikan 

batasan, “saya serahkan uang ini kepadamu untuk 

diusahakan, sedangkan labanya akan dibagi antara kita, 

masing-masing setengah atau sepertiga, dan lain-lain. 

Akad tersebut tidak ada ketentuan atau pembatasan 

mengenai tempat kegiatan usaha, jenis usaha barang 

yang dijadikan objek usaha, dan ketentuan-ketentuan 

lain. Ulama Salafus Saleh dalam pembahasannya sering 

kali mencontohkan dengan ungkapan if‟al ma   

Syi‟ta (lakukan sesukamu) dari shahibul mal ke 

mudharib yang memberi kekuasaan yang sangat 

besar
65

. 
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Menurut Syafi‟I Antonio Mudharabah mutlaqah 

adalah bentuk kerja sama antara shahibul mal dan 

mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak 

dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah 

bisnis. Jenis usaha disini mepunyai syarat aman, halal 

dan menguntungkan
66

. 

Menurut Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum 

Islam,
67

 pada Mudharabah mutlaqah, mudharib bebas 

mengelola modal yang diberikan oleh shahibul mal 

untuk tujua usaha apa saja yang menurut 

pertimbangannya akan mendatangkan keuntungan. 

Tidak ditentukan masa berlakunya, di daerah mana 

usaha tersebut akan dilakukan, tidak ditentukan line of 

trade, line of industry, atau line of service yang akan 

dikerjakan dan tidak ditentukan darisiapa barang-

barang tersebut akan dibeli. Kebebasan mudharib 

dalam hal Mudharabah berbentuk Mudharabah 

muthlaqah bukan kebebasan yang tak terbatas sama 

sekali. Modal yang ditanamkan oleh shahibul al-mal 

tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau 

investasi yang dilarang oleh Islam.Seperti 

memproduksi atau perdagangan minuman keras 

(sekalipun memperoleh izin resmi dari pemerintah), 

peternakan babi dan lain sebagainya.   
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Mudharabah muthlaqah, mudharib juga 

memiliki mandat yang terbuka 

(open mandate) dan berwenang untuk melakukan 

apasaja yang diperlukan bagi keberhasilan tujuan 

Mudharabah itu dalam ragka pelaksanaan bisnis yang 

bersangkutan. Namun, apabila ternyata mudharib 

melakukan kelalaian atau kecurangan, maka mudharib 

harus bertanggung jawab atau konsekuensi yang 

ditimbulkannya. Apabila terjadi kecurangan atas usaha 

tersebut, maka kerugian itu tidak dapat menjadi beban 

perjanjian Mudharabah yang bersangkutan
68

. 

b. Mudharabah Muqayyadah (terikat)   

Menurut Muhammad Asy-Syarbini, 

Mudharabah al-muqayyadah (terikat) adalah 

penyerahan modal seseorang kepada pengusaha dengan 

memberikan batasan. Seperti syarat bahwa pengusaha 

harus berdagang didaerah Bandung atau harus 

berdagang sepatu, atau membeli barang dari orang 

tertentu, dan lain-lain. Dengan adanya pembatasan ini 

seringkali mencerminkan kecenderungan umum 

shahibul mal dalam memasuki jenis  

dunia usaha
69

. 

Menurut Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum 

Islam
70

, pada Mudharabah muqayyadah, mudharib 

tidak bebas menggunakan modal tersebut menurut 

kehendaknya, tetapi harus memenuhi syarat-syarat 
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yang ditentukan oleh shahibul maal. Syarat-syarat itu 

misalnya harus berdagang barang-barang tertentu saja, 

dilaksanakan di daerah tertentu, dan harus membeli 

barang di daerah tertentu. Apabila mudharib bertindak 

bertentangan dengan pengawas   

pebatasan-pembatasan (syarat-syarat) tersebut, maka 

mudharib harus bertanggung jawab sendiri atas 

konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulan.   

Pada Mudharabah ini harus dibatasi waktunya, 

maka Mudharabah berakhir pada jangka waktu tiba. 

Sehingga dapat dipahami bahwa yang dimaksud 

dengan Mudharabah muqayyadah ini merupakan 

simpanan khusus (restriced), pemilik dana (shahibul 

maal) dapat menetapkan syarat-syarat khusus yang 

harus dipatuhi oleh pihak lain sebagai pengelola 

(mudharib), baik mengenai tempat, tujuan, 

maupunjenis usahanya. Mengenai pembatasan waktu 

ulama Hanafiyah dan Imam Ahmad membolehkan 

memberi batasan dengan waktu dan orang, tetapi ulama 

Syafi‟iyah dan Malikiyah melarangnya. Ulama 

Hanafiyah dan Ahmad pun membolehkan akad apabila 

diaitkan denan masa yang akan datang, seperti, 

„usahakan modal ini mulai bulan depan‟ sedangkan 

ulama Syafi‟iyah dan Malikiyah melarangnya
71

. 

4. Hikmah Mudharabah   

Islam mensyari‟atkan dan membolehkan bagi hasi demi 

memberikan kemudahan kepada manusia. Terkadang 

sebagian dari mereka memiliki harta, tetapi tidak mampu 

mengembangkannya dan sebagian yang lain tidak 

memiliki harta tetapi memiliki kemampuan untuk 
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mengembangkannya. Karenaya syari‟at membolehkan 

muamalah ini agar masing-masing dari keduanya 

mendapatkan manfaat. Pemilik modal memanfaatkan 

keahlian mudharib (pengelola) dan mudharib 

memanfaatkan harta , dengan demikian terwujudlah kerja 

sama harta dan amal. Allah SWT tidak mensyariatkan satu 

akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan 

menolak kerusakan
72

.  

Jadi hikmah disyari‟atkan Mudharabah adalah agar 

manusia dapat melakukan kerja sama dengan masalah 

perdagangan, karena hal ini termasuk juga saling tolong-

menolong. Sebagaimana Al-qur‟an Allah SWT dalam 

surat Al-maidah ayat 2 yang berbunyi:   

                             

        

 “Dan tolong-menolonglah kamu dalam 

(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan 

tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, 

Allah sangat berat siksaan-Nya.
55

(Q.S. Al-maidah : 

2)   

Mengenai ayat tersebut di atas maka Al-Qurtubi 

berkesimpulan bahwa: “Ayat (AlMaidah ayat 2) tersebut 

menunjukkan perintah kepada seluruh makhluk untuk 

melakukan tolong-menolong dalam kebaikan dan 

ketakwaan, yaitu bahu-membahu satu sama lain dan saling 

mendorong dalam mengerjakan apa yang diperintahkan 
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oleh Allah SWT. dan mencegah diri dari perbuatan yang 

dilarangnya.”
73

  

Mudharabah mengandung hikmah yang besar dalam 

masyarakat, karena memupuk terhadap individu agar 

selalu memiliki sifat tolong-menolong an jiwa gotong 

royong sesama anggota masyarakat.   

Selanjutnya menjelaskan bahwa orang yang 

mendapatkan berkah dalam bermuamalah adalah sebagai 

berikut:   

a. Menjual sepatu barang dengan mudah (tidak 

mempersulit pembeli).    

b. Tidak mencampurkan barang yang bagus dengan 

barang yang jelek,   

dalam arti lain (berbuat jujur).   

c. Memberikan modal kepada pihak lain, manakala 

dibutuhkan. Hikmah lain diperbolehkannya kerja sama 

dengan menggunakan sistem bagi hasil atau 

Mudharabah ini adalah terciptanya rasa persaudaraan 

(khuwah) dan rasa olongmenolong (ta‟awun) yang 

erat diantara kaum muslimin yang memiliki suatu 

keahlian dalam bidang tertentu, sehingga 

kecemburuan social antara umat Islam dalam suatu 

masyarakat dapat dihindarkan.   

5. Berakhirnya Mudharabah   

Menurut Zuhayli,
74

 pada prinsipnya kontrak kerja 

sama dalam pemodalan (Mudharabah) akan berhenti jika 

salah satu pihak menghentikan kontrak, atau meninggal 
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atau modal yang ditanamkan mengalami kerugian di 

tangan pengelola modal (mudharib). Akad kerja sama 

dalam permodalan (Mudharabah) juga akan batal ketika 

pemilik modal (shahibul maal) murtad, begitu juga 

dengan pengelola modal (mudharib). Selain itu, Zuhayli 

mengatakan, Mudharabah akan dikatakan fasid jika 

terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi, dianara 

bentuk Mudharabah fasid, misalnya seseorang yang 

memiliki alat perburuan sebagai pemilik modal (shahibul 

maal) menawarkan kepada orang lain sebagai pengelola 

modal untuk berburu bersama-sama kemudian keuntungan 

dibagi bersam-sama sesuai kesepakatan.     

Akad Mudharabah ini fasid, mudharib tidak 

berhak mendapat keuntunga dari perburuan, keuntungan 

in semua milik shahibul maal, mudharib hanya berhak 

mendapatkankan upah atas pekerjaan yang dilakukan. 

Dengan alasan keuntungan yang didapatkan bersumber 

dari aset yang dimiliki shahibul mal, ia harus menanggung 

beban kerugian yang ada. Dalam akad ini mudharib 

diposisikan sebagai ajir (orang yang disewa tenaganya) 

dan ia berhak mendapatkan upah, baik ketika 

mendapatkan keuntungan maupun menderita kerugian.   

Hendi Suhendi
75

 menjelaskan bahwa, perjanjian 

bagi hasil menjadi batal apabila ada perkara-perkara 

sebagai berikut:   

1. Syarat yang ditentukan sudah tidak terpenuhi. Jika 

salah satu syarat Mudharabah tidak terpenuhi, 

sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan 

sudah diperdagangkan maka pengelola mendapatkan 
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sebagian keuntungan sebagai upah, karena 

tindakannya atas izin pemilik modal dan ia 

melakukan tugas berhak menerima upah. Jika 

terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk 

pemilik modal.Jika ada kerugian, kerugian tersebut 

menjadi tanggung jawab pemilik modal karena 

pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak 

menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu 

apapun kecuali atas kelalaiannya.   

2. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya 

sebagai pengelola modal atau pengelola modal 

tersebut melakukan sesuatu yang bertentangan  

dengan tujuan akad. Dalam keadaan ini pengelola 

modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian.   

3. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal 

dunia, atau salah satu pemilik modal meningal dunia, 

Mudharabah menjadi batal.   

Selain itu dalam buku Rachmat 

Syafe‟i
76

,Mudharabah dianggap berakhir pada hal  

berikut:   

1) Pembatalan, larangan berusaha, dan pemecatan.   

Mudharabah menjadi batal dengan adanya 

pembatalan Mudharabah, laangan mengusahaka, da 

pemecatan. Semua ini jika memenuhi syarat 

pembatalan dan larangan yakni orang yang 

melakukan akad mengetahui pembatalan dan 

pemecatan tersebut, serta odal telah diserahkan 

ketika pembatala dan pemecatan tersebut.Akan tetap 

jika pengusaha tidak mengetahui bahwa Mudharabah 

                                                 
76

 Syafe‟I, Fiqh Muamalah. 237. 



 

 

53 

telah dibatalkan, pengusaha  (mudharib) 

diperolehkan untuk tetap mengusahakannya.   

2) Salah seorang akid meningal dunia.   

Jumhur ulama‟ berpendaat bahwa Mudharabah batal, 

jika salah seorang akid meninggal dunia, baik pemilik 

maupu pengusaha. Hal ini karena Mudharabah 

berhubungan dengan perwakilan yang aka natal 

dengan meningalnya wakil atau yang 

mewakilkan.Pembatalan tersebut dipandang   

sempurna dan sah, baik diketahui salah seorang yang 

melakukan akad atau tidak.   

3) Salah seorang akid gila.   

Jumhur ulama berpendapat bahwa gila membatalkan 

Mudharabah, sebab gila atau sejenisnya membatalkan 

keahlian dalam Mudharabah. Pemilik modal 

murtadApabila pemilik modal murtad (keluar dari 

Islam) atau terbunuh dalam keadaan murtad, atau 

bergabung degan musuh serta telah diputuskan oleh 

hakim atas pembelotannya, menurut Imam Abu 

Hanifah, hal itu membatalkan Mudharabah sebab 

bergabung dengan musuh sama saja dengan mati, hal 

itu menghilankan keahlian dalam kepemilkan harta, 

dengan dalih bahwa harta orang murtad dibagikan di 

antara para ahli warisnya.   

4) Modal rusak di tangan pengusaha   

Jika harta itu rusak sebelum dibelanjakan, 

Mudharabah menjadi batal, hal ini karena modal 

harus dipegan oleh pengusaha. Demikian juga 

Mudharabah diangap rusak jika modal diberikan 

kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak 

tesisa untuk diusahakan.   
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6. Hukum Mudharabah   

 Hukum mudharabah terbagi dua, yaitu mudharabah 

shahih dan mudharabah  fasid.   

a. Hukum Mudharabah Shahih   

Hukum mudharabah shahih yang tergolong 

shahih cukup banyak, antara lain tanggung jawab 

pengusaha. Ulama fiqih telah sepakat bahwa pengusaha 

bertanggung jawab atas modal yang ada ditangannya, 

yakni sebagai titipan. Hal ini karena kepemilikan modal 

tersebut atas seizin pemiliknya. Apabila pengusaha 

beruntung, ia memiliki hak atas laba secara bersama-

sama dengan pemilik modal. Jika mudharabah rusak 

karena adanya beberapa sebab yang menjadikannya 

rusak, pengusaha menjadi pedagang sehingga ia 

memiliki hak untuk mendapatkan upah.    

Jika hartanya rusak tanpa disengaja, ia tidak 

bertanggung jawab atas rusaknya modal tersebut. Jika 

mengalami kerugianpun ditanggung oleh pengusaha 

saja. Jika disyaratkan bahwa pengusaha harus 

bertanggung jawab atas rusaknya modal, menurut ulama 

Hanafiyah dan Hanabilah, syarat tersebut batal, tetapi 

akadnya sah. Dengan demikian, pengusaha bertanggung 

jawab atas modal dan berhak atas laba.Adapun ulama 

Malikiyah dan Syafi‟iyah berpendapat bahwa 

mudharabah batal.   

b. Hukum mudharabah fasid.   

Salah satu contoh mudharabah fasid adalah 

mengatakan, “berburulah dengan jaring saya dengan 

hasil jaringan dibagi diantara kita” Ulama Hanafiyah, 

Syafi‟iyah, dan Hanabilah berpendapat bahawa 

pernyataan ini termasuk tidak dapat dikatakan 
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mudharabah yang shahih karena pengusaha (pemburu) 

berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya, baik dia 

mendapatkan upah atau tidak
77

. 

Hasil yang diperoleh pengusaha atau pemburu 

diserahkan kepada pemilik harta (modal), sedangkan 

pemburu tidak memiliki hak sebab akadnya fasid, tentu 

saja kerugian yang adapun ditanggung sendiri oleh 

pemilik modal. Beberapa hal lain dalam mudharabah 

fasid yang mengharuskan pemilik modal memberikan 

upahnya kepada pengusaha antara lain:    

a) Pemilik modal dalam memberikan syarat kepada 

pengusaha dalam membeli, menjual, memberi, atau 

mengambil barang.   

b) Pemilik modal mengharuskan pengusaha untuk 

bermusyawarah sehingga pengusaha tidak bekerja, 

kecuali atas izinnya.    

c) Pemilik modal memberikan syarat kepada pengusaha 

agar mencampurkan harta modal tersebut dengan 

harta orang lain atau barang lain miliknya.    

 

B. Sharing Profit 

1. Pengertian Sharing Profit 

Sharing profit adalah suatu sistem atau metode bagi 

hasil usaha antara pihak penyedia dana dan juga 

pengelola dana yang mana nantinya sistem tersebut 

adalah bagi hasil dari usaha bisnis kedua pihak, termasuk 

yang di jalankan pada perusahaan, ataupun bank 

syari‟ah. 
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2. Jenis-Jenis Akad Sharing Profit 

a. Mudharabah 

Akad ini terjalin antara pihak saat melakukan 

investasi ataupun bisnis bersama. Keuntungan yang 

diperoleh dari hasil usaha yang dilakukan akan 

dibagikan kepada pihak investor dan juga 

managemen modal sesuai dengan kesepakatan. 

Namun bila terjadi kerugian dalam bisnis tersebut, 

maka perusahaan sebagai shahibul ma‟al bersedia 

menanggung bila memang ada kesalahan tertentu 

b. Musyarakah  

Akad dalam perjanjian ini umumnya dilakukan pada 

suatu kerjasama yang didalamnya investor atau 

pengusaha itu sendiri. Dalam sistem perbankan 

syari‟ah, umumnya juga akan menggunakan sistem 

akad saat pihak mereka akan memberikan pinjaman 

atau kredit syari‟ah pada pebisnis UMKM. Adapun 

pinjaman dana yang diberikan untuk bisnis tersebut 

harus diklaim aman dan juga tidak melanggar syariat 

yang ada. 

c. Murabahah 

Sistem ini mempunyai prinsip berbentuk kegiatan 

jual beli barang dengan kesepakatan antar kedua 

belah pihak. Jadi, bila ada orang yang ingin 

melakukan permohonan modal sebanyak Rp 15 juta 

untuk membeli kendaraan, seperti motor. Maka 

setelahnya orang tersebut tentu akan memperoleh 

pinjaman dari bank syari‟ah untuk membeli motor. 

Tapi setelah memberikan pinjaman, maka pihak bank 

akan membuat suatu akad untuk menjual motor 

tersebut kembali dengan harga Rp 17 juta. Sehingga, 
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konsumen bisa mengembalikan dana pinjaman 

motor, maka pihak peminjam harus membayar 

dengan cara diangsur dalam jangka waktu yang 

sebelumnya sudah disepakati antar pihak peminjam 

dan juga pihak bank. 

3. Prinsip-Prinsip Sharing Profit 

Sebelum melakukan kesepakatan dalam sharing 

profit ada beberapa prinsip yang harus diketahui agar 

tidak ada pihak yang dirugikan. Berikut beberapa prinsip 

yang perlu kamu ketahui.  

a. Adanya kesepakatan yang jelas  

Dalam kesepakatan ini, tentu harus ada bagaimana 

hal tersebut dilakukan. Hal ini terutama berlaku 

untuk permodalan, apakah pihak investor 

memberikan modal seluruhnya, atau hanya sebagian.  

b. Adanya usaha yang dilakukan  

Jenis usaha yang dilakukan dan diketahui harus 

disepakati bersama, begitu pula jika pengelola 

memutuskan untuk mengganti atau mengembangkan 

usaha.  

c. Adanya ketentuan waktu  

Dalam pembagian hasil, harus disepakati kapan 

proses pembagian terjadi kepada semua pihak, 

apakah setiap bulan, atau rentang waktu lainnya.  

d. Adanya ketentuan pembagian  

Terdapat berbagai mekanisme dalam membagikan 

hasil. Perlu diketahui sejak awal mengenai 

mekanisme yang akan dilakukan dalam melakukan 

pembagian dalam sharing profit 
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